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Abstract 

Purpose: The purpose of this community service program is to 

improve the understanding and skills of employees in organizing 

archives to support administrative order, thereby enhancing the 

efficiency and effectiveness of organizational work. 

Methodology: The activity was carried out at the District Office 

of Salahutu, involving employees as participants. The approach 

used was an interactive lecture method, combining theoretical 

explanation with direct practice. Participants learned about the 

importance of archives, mail management, file formation, archive 

reduction, and archive preservation. Supporting tools included 

archive classification forms, filing cabinets, and labeling 

equipment.  

Results: The program resulted in increased participants’ 

knowledge and skills in organizing archives systematically 

according to established procedures. The District Office adopted a 

one-gate system for incoming and outgoing mail, developed 

archive formation guidelines, and began implementing digital 

archiving. Overall, the activity positively improved the quality of 

archival management, making the process more structured, 

systematic, and capable of meeting organizational needs 

effectively and efficiently. 

Conclusions: The archival organization program demonstrated a 

positive impact on employees’ understanding and practical skills. 

With comprehensive materials, interactive learning, leadership 

support, and active participation, archive management became 

more organized, efficient, and aligned with administrative 

standards. Challenges such as employee resistance and 

misconceptions were addressed through intensive socialization and 

technological innovations, including digital archiving.  

Limitations: This program was only implemented in one location 

and within a limited timeframe, so its results may not represent 

other regions with different conditions. 

Contribution: This program contributes to improving public 

sector administrative management, particularly in archival 

practices. 
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1. Pendahuluan 
Kecamatan merupakan salah satu satuan organisasi pemerintahan kabupaten yang memiliki peran 

strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat wilayah tertentu (Mandulangi et al., 

2024). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan memerlukan arsip sebagai sumber 

data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan 

evaluasi kinerja organisasi (Carbajal & Caswell, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, maupun perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (Colavizza et al., 2021). Setiap organisasi wajib membentuk unit kearsipan untuk mengelola 

arsip dinamis, termasuk arsip inaktif, sehingga penyimpanan dan penemuan kembali arsip dapat 

berjalan efektif (Caswell, 2021). 

 

Penataan arsip yang baik memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali dokumen secara cepat dan 

tepat, menjaga integritas arsip, dan memastikan arsip dapat diandalkan sebagai bukti sah dalam 

administrasi (Hawkins, 2022). Di Kantor Kecamatan Salahutu, kebutuhan akan penataan arsip menjadi 

penting untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa 

penataan arsip yang diterapkan pegawai belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterampilan, serta komitmen pegawai dalam menjalankan 

prosedur kearsipan. 

 

Arsip berperan sejak pengurusan dan pengendalian surat, pembentukan berkas yang tersusun kronologis 

dan logis, hingga penyusutan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip agar tetap utuh dan dapat diakses 

kembali ketika dibutuhkan (Jaillant & Rees, 2023). Permasalahan utama di Kantor Kecamatan Salahutu 

meliputi: kurangnya pemahaman pegawai tentang pentingnya arsip, keterampilan praktis yang terbatas, 

sosialisasi dan pelatihan yang belum rutin, monitoring dan evaluasi pimpinan yang lemah, serta masih 

adanya pegawai yang meremehkan arsip. 

 

Digitalisasi arsip menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan administrasi modern (Iudin et 

al., 2023). Penggunaan sistem digital memungkinkan penyimpanan arsip lebih aman, pencarian 

dokumen lebih cepat, dan pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik (Velte, 2022). 

Integrasi teknologi dalam pengelolaan arsip tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga 

mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Namun, penerapan sistem digital di tingkat 

kecamatan masih jarang dilakukan, sehingga program ini menghadirkan pendekatan inovatif yang 

relevan untuk konteks lokal (Chen et al., 2021). 

 

Urgensi penyuluhan arsip diperkuat oleh tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Pegawai 

yang memiliki pemahaman dan keterampilan kearsipan yang baik dapat menyediakan informasi dengan 

cepat dan akurat, mempermudah pengambilan keputusan, dan mempercepat layanan kepada 

masyarakat. Penataan arsip bukan sekadar prosedur administrasi internal, tetapi menjadi fondasi bagi 

kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel (Pramesti et al., 2023). 

 

Lebih jauh, keberhasilan program ini berkontribusi pada pembentukan budaya sadar arsip di lingkungan 

kantor kecamatan (Velte, 2023). Budaya ini mencakup kesadaran kolektif tentang pentingnya arsip, 

kepatuhan terhadap prosedur, serta motivasi untuk menjaga dan memanfaatkan arsip secara optimal. 

Dengan adanya kesadaran ini, organisasi dapat mewujudkan tertib administrasi yang berkelanjutan, 

sekaligus menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengintegrasikan praktik digital dan manajemen 

arsip yang efisien (Hanlon et al., 2022). Dengan demikian, penyuluhan penataan arsip di Kecamatan 

Salahutu bertujuan menutup gap antara praktik kearsipan saat ini dengan standar administrasi yang 

diharapkan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai, mendorong tertib administrasi, serta 

mengimplementasikan inovasi digital sebagai aspek novel yang jarang dibahas pada tingkat kecamatan. 

Program ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas administrasi, mempercepat layanan publik, dan 

menjadi model bagi instansi lain dalam modernisasi pengelolaan arsip. 
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1.1 Konsep Arsip 

Arsip merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun 

organisasi lainnya. Arsip berfungsi sebagai bukti autentik yang mendukung proses administrasi, 

pengambilan keputusan, dan akuntabilitas publik (Freeberg et al., 2022). Dalam praktiknya, arsip dapat 

berbentuk fisik maupun digital yang tersimpan dalam sistem komputerisasi (Hardana, 2024). 

Pengelolaan arsip memiliki fungsi utama sebagai sumber informasi yang valid, sarana dokumentasi 

kegiatan, serta media pelestarian sejarah organisasi (Hardiyanto et al., 2025). Arsip yang dikelola 

dengan baik memudahkan proses penelusuran data, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan 

memperlancar arus informasi di dalam organisasi (Rahmawati & Hadian, 2022). Selain itu, arsip juga 

menjadi alat bukti hukum yang sah dalam menghadapi permasalahan hukum atau sengketa administrasi. 

Oleh karena itu, pengelolaan arsip mencakup proses penciptaan, pengaturan, pemeliharaan, hingga 

pemusnahan sesuai ketentuan (Sulaiman et al., 2024). 

 

Secara umum, arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis (Rahim et al., 2024). Arsip dinamis 

digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sedangkan arsip statis memiliki 

nilai kesejarahan dan disimpan secara permanen. Arsip dinamis sendiri terbagi menjadi arsip aktif, yang 

masih sering digunakan, dan arsip inaktif, yang jarang digunakan namun tetap harus disimpan (Alyaseri 

et al., 2024). Pemisahan jenis arsip ini membantu organisasi dalam menentukan strategi penyimpanan 

dan penyusutan dokumen secara tepat. Dalam konteks pemerintahan daerah seperti kecamatan, 

pengelolaan arsip dinamis menjadi kunci terciptanya pelayanan administrasi yang efektif dan efisien 

(Klijn et al., 2025). 

 

Literatur internasional juga menekankan pentingnya digital archiving untuk meningkatkan efisiensi 

administrasi dan keamanan informasi (Zuiderwijk et al., 2021). Sistem arsip digital memungkinkan 

pencarian dokumen lebih cepat, pengurangan risiko kerusakan arsip fisik, dan kemudahan akses multi-

level bagi pegawai dan pemangku kepentingan. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi digital 

archiving mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat kapasitas 

organisasi dalam menghadapi tuntutan layanan publik modern. Namun, implementasi digital archiving 

di tingkat unit pemerintahan lokal masih terbatas, sehingga praktik di tingkat kecamatan memerlukan 

adaptasi dan inovasi (De Kosnik, 2021). 

 

1.2 Konsep Tertib Administrasi 

Tertib administrasi merupakan kondisi di mana seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan secara 

sistematis, teratur, dan sesuai prosedur yang berlaku. Tertib administrasi memastikan dokumen, data, 

dan informasi tercatat, tersimpan, serta dapat diakses kembali dengan cepat dan akurat. Dalam 

lingkungan pemerintahan, tertib administrasi menjadi bagian dari tata kelola yang baik (good 

governance), karena menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja. Penataan arsip menjadi 

bagian integral dari terciptanya tertib administrasi, karena arsip merupakan instrumen utama dalam 

pengelolaan data dan informasi (Qi et al., 2023). 

 

Penerapan tertib administrasi memerlukan sistem pengelolaan yang baku dan dipahami oleh seluruh 

pegawai, termasuk prosedur pencatatan, pengklasifikasian, penyimpanan, dan penyusutan dokumen 

sesuai peraturan (Nayak & Hegde, 2023). Salah satu indikator keberhasilan tertib administrasi adalah 

ketersediaan dokumen yang dibutuhkan dalam waktu singkat dan kondisi dokumen yang terpelihara 

dengan baik. Ketika tertib administrasi terjaga, proses pelayanan publik dapat berjalan cepat, tepat, dan 

akurat, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat citra positif organisasi (Aguiar 

et al., 2022). 

 

Upaya mewujudkan tertib administrasi memerlukan kombinasi regulasi yang jelas, sumber daya 

manusia yang kompeten, sarana prasarana memadai, serta monitoring dan evaluasi rutin. Pegawai harus 

dibekali pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam mengelola dokumen dan arsip sesuai 

prosedur. Selain itu, penerapan digital archiving dapat menjadi inovasi penting untuk mendukung tertib 

administrasi, karena memungkinkan penyimpanan dan akses dokumen yang lebih efisien, aman, dan 

akuntabel. Dengan kombinasi pendekatan tradisional dan digital, tertib administrasi dapat tercapai 

secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (Miller, 2022). 
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2. Metodologi  
Penyuluhan penataan arsip dalam rangka tertib administrasi dilaksanakan dengan ceramah interaktif, 

diskusi, dan praktik. Metode ini dipilih untuk menyampaikan materi secara sistematis sekaligus 

mendorong partisipasi aktif peserta. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pimpinan kantor yang 

menyampaikan tujuan penyuluhan dan harapan hasil kegiatan. Selanjutnya, narasumber memberikan 

ceramah interaktif mengenai arti penting arsip bagi organisasi, prosedur pengurusan dan pengendalian 

surat, pembentukan berkas, penyusutan arsip, serta pemeliharaan dan pengamanan arsip. Materi 

disampaikan menggunakan presentasi, contoh dokumen nyata, dan ilustrasi prosedur untuk 

memudahkan pemahaman konsep. Durasi ceramah sekitar 60 menit. 

 

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta diberikan 

kesempatan untuk mengajukan masalah yang mereka hadapi dalam pengelolaan arsip di tempat kerja 

masing-masing. Narasumber memberikan solusi yang relevan dan aplikatif sehingga peserta dapat 

memahami cara mengatasi kendala secara praktis. Durasi sesi ini sekitar 45 menit. Selanjutnya, peserta 

mengikuti praktik langsung, termasuk simulasi penyusunan berkas, pengklasifikasian dokumen, 

penataan arsip, dan penggunaan sistem arsip digital. Sesi praktik bertujuan agar peserta dapat 

mengimplementasikan teori ke dalam kegiatan sehari-hari dan berlangsung selama 60 menit. Kegiatan 

ditutup dengan refleksi dan arahan tindak lanjut, termasuk evaluasi hasil penyuluhan dan penyampaian 

rekomendasi untuk penerapan tertib administrasi secara berkelanjutan. Durasi penutupan sekitar 15 

menit. 

 

Tabel 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

No Langkah 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1 Pembukaan Sambutan oleh pimpinan kantor, tujuan kegiatan disampaikan, durasi 15 

menit 

2 Ceramah 

Interaktif 

Penyampaian materi mengenai arti penting arsip, prosedur pengurusan surat, 

pembentukan berkas, penyusutan arsip, pemeliharaan, dan pengamanan 

arsip. Durasi 60 menit. Media: presentasi, contoh dokumen, ilustrasi 

prosedur. 

3 Diskusi & 

Tanya Jawab 

Peserta diberi kesempatan mengajukan permasalahan yang dihadapi di 

tempat kerja masing-masing, narasumber memberikan solusi dan contoh 

praktik. Durasi 45 menit. 

4 Praktik 

Langsung 

Simulasi penyusunan berkas, pengklasifikasian dokumen, penataan arsip, 

dan penggunaan sistem arsip digital. Durasi 60 menit. 

5 Refleksi & 

Penutup 

Ringkasan materi, evaluasi kegiatan, dan arahan tindak lanjut. Durasi 15 

menit. 

 

Jumlah peserta dalam penyuluhan ini adalah 25 pegawai Kantor Kecamatan Salahutu, terdiri dari staf 

administrasi yang menangani arsip serta pegawai yang menggunakan arsip dalam pekerjaan sehari-hari. 

Total durasi kegiatan adalah 3 jam, dilaksanakan dalam satu sesi penuh. Dengan metode ini, peserta 

tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual tentang penataan arsip, tetapi juga keterampilan teknis 

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan mewujudkan tertib administrasi 

di lingkungan kantor. 

 

3. Hasil dan pembahasan 
Kegiatan penyuluhan penataan arsip dalam rangka tertib administrasi merupakan salah satu langkah 

strategis yang telah berhasil dilaksanakan di berbagai mitra sasaran. Kegiatan ini tidak hanya 

dilaksanakan secara formalitas, melainkan menjadi bagian integral dari upaya memastikan kesiapan 

arsip bagi organisasi, yang ditujukan kepada para pegawai. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas pekerjaan, tuntutan akan kesiapan arsip semakin kuat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

mengenai penataan arsip menjadi sangat penting. Tujuan utama penyuluhan ini adalah meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menata arsip sesuai metode dan prosedur yang tepat, 
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sehingga dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien menuju pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

Kegiatan penyuluhan penataan arsip dalam rangka tertib administrasi berhasil meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan pegawai. Sebelum pelatihan, hasil kuesioner singkat menunjukkan 

bahwa hanya 40% peserta yang memahami prosedur penataan arsip dengan baik, dan 30% yang 

mengetahui penggunaan arsip digital. Setelah pelatihan, persentase meningkat menjadi 85% memahami 

prosedur penataan arsip, dan 75% mampu menggunakan sistem arsip digital dengan benar. Data ini 

menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pegawai. 

 

Penyuluhan membekali peserta dengan materi penting mulai dari arti penting arsip, dasar hukum, 

pengurusan surat, pembentukan berkas, penyusutan arsip, hingga pemeliharaan dan pengamanan arsip. 

Peserta juga diberikan praktik langsung, termasuk pengklasifikasian arsip, penyusunan berkas, serta 

penggunaan sistem arsip digital dan aplikasi mobile untuk pelayanan masyarakat. Setelah pelatihan, 

mitra sasaran menerapkan perbaikan signifikan dalam SOP pengelolaan arsip, seperti alur surat masuk 

melalui satu pintu, penyusunan berkas sesuai prosedur, dan pemeliharaan arsip inaktif sesuai ketentuan. 

 

Pentingnya pemahaman pegawai tentang penataan arsip menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. 

Pegawai adalah pihak yang paling berkepentingan karena mereka merupakan pengguna sekaligus 

pelaksana penataan arsip. Keberhasilan penataan arsip dalam menjawab kebutuhan organisasi sangat 

bergantung pada kemampuan pegawai menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, 

penyuluhan bertujuan memberikan pengetahuan komprehensif mengenai berbagai aspek penataan 

arsip. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan pegawai mampu menjawab kebutuhan kesiapan arsip 

untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari. 

 

Pendekatan ceramah interaktif digunakan, di mana peserta mendapatkan teori sekaligus kesempatan 

untuk mempraktikkan langsung penerapan penataan arsip. Metode ini efektif karena memungkinkan 

peserta berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi. Misalnya, dalam salah satu sesi, peserta diminta 

mengklasifikasikan arsip sesuai pola klasifikasi yang digunakan, lalu menyusunnya secara sistematis 

ke dalam berkas. Melalui diskusi kelompok, mereka dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi 

bersama, menciptakan suasana belajar yang dinamis. 

 

Materi penyuluhan mencakup berbagai aspek penting penataan arsip. Topik pertama adalah arti penting 

arsip bagi organisasi untuk meningkatkan kesadaran peserta. Selanjutnya, dibahas dasar hukum 

pengelolaan arsip sebagai bukti kewajiban penanganan arsip. Kemudian, materi pengurusan dan 

pengendalian surat meliputi proses surat masuk dan keluar, pengisian lembar pengantar, pengisian kartu 

kendali, penyampaian kepada pemakai, hingga penyimpanan kartu kendali. Tujuannya agar peserta 

memahami pentingnya pengendalian arsip sejak diterima atau diciptakan, sehingga keberadaannya 

mudah dilacak. 

 

Pembentukan berkas juga menjadi aspek penting. Peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan 

pembentukan berkas, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, mengklasifikasikan arsip sesuai pola 

klasifikasi, menyusunnya secara kronologis, memberi label, hingga mengatur penempatan berkas. 

Pembentukan berkas yang baik akan memudahkan penelusuran arsip, baik untuk kebutuhan pimpinan 

maupun keperluan lainnya. Selain itu, penyuluhan membahas penyusutan arsip untuk menghindari 

penumpukan. Arsip inaktif dipindahkan ke unit kearsipan, arsip statis ke lembaga kearsipan, dan arsip 

yang tidak berguna dimusnahkan sesuai ketentuan. Dengan pemahaman ini, pegawai dapat mengelola 

arsip sesuai fungsinya, sehingga efisiensi ruang, alat, dan bahan dapat tercapai. 

 

Materi berikutnya adalah pemeliharaan dan pengamanan arsip, terutama arsip inaktif yang ditangani di 

unit kearsipan. Pengetahuan ini penting agar arsip tidak rusak atau hilang, yang dapat merugikan 

organisasi. Hasil penyuluhan digunakan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) 

pengelolaan surat masuk dan keluar, tata cara pembentukan berkas, tindakan pemusnahan arsip sesuai 

ketentuan, serta prosedur pemeliharaan dan pengamanan arsip. Setelah mengikuti penyuluhan, mitra 
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sasaran menerapkan perbaikan signifikan, seperti menetapkan proses surat masuk melalui satu pintu, 

menentukan alur surat keluar, dan membentuk berkas sesuai urutan pelaksanaan. 

 

Namun, tantangan tetap ada, seperti penolakan sebagian pegawai terhadap perubahan dan pandangan 

keliru bahwa arsip tidak penting. Beberapa instansi ingin memperbaiki penataan arsip tetapi terhambat 

keterbatasan SDM. Untuk mengatasi hal ini, strategi dilakukan melalui perbaikan prioritas sesuai 

urgensi dan sosialisasi intensif mengenai manfaat perubahan, sehingga pegawai mau beradaptasi. 

Kesimpulannya, penyuluhan penataan arsip dalam rangka tertib administrasi memberikan dampak 

positif bagi peningkatan pengelolaan arsip di mitra sasaran. Meski ada tantangan, komitmen perbaikan 

memberi harapan terwujudnya penataan arsip sesuai ketentuan. Dengan dukungan pimpinan dan 

berkelanjutan, diharapkan kebutuhan arsip organisasi dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. 

 

Penerapan teknologi dan inovasi juga dilakukan, seperti sistem arsip digital untuk memudahkan akses 

dan pengolahan data, serta aplikasi mobile pelayanan masyarakat yang menghemat waktu dan biaya. 

Pegawai mendapatkan pelatihan penggunaan teknologi agar mampu mengoperasikan sistem dan 

memahami manfaatnya bagi efektivitas kerja dan kualitas layanan publik. Umpan balik dari pengguna 

arsip digunakan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi 

model bagi kecamatan lain dalam meningkatkan administrasi. 

 

4. Kesimpulan dan saran 
4.1 Kesimpulan 

Penyuluhan penataan arsip dalam rangka tertib administrasi terbukti meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan pegawai dalam pengelolaan arsip, termasuk pembentukan berkas, penyusutan, 

pemeliharaan, dan pengamanan arsip. Program ini menghasilkan pedoman dan SOP yang mendukung 

penerapan tertib administrasi secara sistematis. Tantangan yang masih muncul meliputi resistensi 

sebagian pegawai terhadap perubahan dan pandangan keliru mengenai peran arsip. Penerapan teknologi 

digital dan aplikasi mobile membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan 

memperluas akses informasi. 

 

4.2 Saran 

1. Melanjutkan sosialisasi dan pelatihan berkala untuk menjaga konsistensi penataan arsip. 

2. Mendorong adopsi penuh sistem arsip digital untuk mempermudah akses dan pemeliharaan arsip. 

3. Memperkuat monitoring dan evaluasi dari pimpinan untuk memastikan SOP diterapkan secara 

konsisten. 

4. Menanamkan budaya sadar arsip melalui motivasi, edukasi, dan contoh praktik baik di lingkungan 

kerja. 

 

4.3 Implikasi 

Program ini memberikan kontribusi nyata pada praktik administrasi publik dengan menekankan 

pentingnya arsip sebagai fondasi tertib administrasi dan pelayanan publik yang efisien. Hasilnya juga 

memperkaya literatur pengabdian masyarakat, menunjukkan bahwa integrasi pelatihan interaktif 

dengan teknologi digital dapat menjadi model inovatif untuk meningkatkan kapasitas pegawai di tingkat 

kecamatan. Penerapan hasil program ini dapat menjadi referensi bagi instansi lain yang ingin 

memodernisasi pengelolaan arsip sambil meningkatkan efektivitas administrasi dan kualitas layanan 

publik. 

 

Limitasi dan studi lanjutan 
Limitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada pelaksanaan yang hanya dilakukan 

pada satu lokasi mitra sasaran, sehingga hasil dan dampaknya belum dapat mewakili kondisi di wilayah 

lain yang memiliki karakteristik berbeda. Keterbatasan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta variasi 

kemampuan awal pegawai juga memengaruhi tingkat keberhasilan program. Selain itu, kegiatan ini 

belum mengevaluasi secara mendalam dampak jangka panjang penerapan penataan arsip setelah 

penyuluhan berlangsung. Untuk studi lanjutan, disarankan dilakukan program serupa di beberapa 

wilayah dengan cakupan lebih luas dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
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instansi. Penggunaan pendekatan teknologi digital juga perlu terus dikembangkan agar penataan arsip 

menjadi lebih modern dan efisien. Evaluasi berkelanjutan melalui monitoring pasca kegiatan sangat 

penting untuk memastikan penerapan hasil penyuluhan. Dengan demikian, pengabdian ini dapat 

memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat dan organisasi terkait. 
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